BAB V

SIMPULAN, REKOMENDASI DAN PRODUK PENELITIAN

A. Simpulan Hasil Penelitian

1. Simpulan Umum

Proses pengelolaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu

Akuntabilitas tatakelola keuangan di Universitas Islam Bandung sudah

berjalan dengan efektif dan sesuai dengan peraturan/ standar pembiayaan

yang berlaku.

2. Simpulan Khusus

a)

b)

Perencanaan pembiayaan pendidikan di Universitas Islam Bandung
dalam meningkatkan mutu akuntabilitas tata kelola keuangan
mencakup penetapan anggaran yang transparan dan efisien, keterlibatan
stakeholder dalam pengambilan keputusan, serta kesesuaian dengan
visi dan misi universitas. Selain itu, kebijakan keuangan yang sistematis
dan prediksi pendapatan serta pengeluaran yang akurat menjadi faktor
penting dalam memastikan stabilitas dan keberlanjutan operasional.
Dengan perencanaan yang matang, Universitas Islam Bandung dapat
mengelola keuangan secara lebih akuntabel, mendukung peningkatan
mutu pendidikan, serta menjaga keberlanjutan institusi sesuai dengan
prinsip-prinsip Islam.

Pengorganisasian pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu
akuntabilitas tata kelola keuangan di Universitas Islam Bandung
meliputi pembentukan struktur organisasi yang jelas, koordinasi yang
efektif antar unit, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia
dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, penerapan teknologi dalam
sistem keuangan membantu meningkatkan transparansi dan efisiensi,
sementara peraturan internal yang ketat memastikan kepatuhan
terhadap prinsip akuntabilitas. Dengan pengorganisasian yang baik,

perguruan tinggi swasta dapat mengelola keuangan secara lebih
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profesional, transparan, dan berkelanjutan, sehingga mendukung
peningkatan mutu pendidikan.

Pelaksanaan pembiayaan pendidikan di Universitas Islam Bandung
dalam meningkatkan mutu akuntabilitas tata kelola keuangan
mencakup realisasi anggaran yang tepat sasaran, pengelolaan dana yang
efisien, serta prosedur pengeluaran yang transparan dan sesuai dengan
kebijakan institusi. Selain itu, monitoring dan evaluasi dilakukan secara
berkala untuk memastikan efektivitas penggunaan dana, sementara
pelaporan keuangan yang akurat dan terbuka menjadi kunci dalam
menjaga akuntabilitas serta kepercayaan stakeholder. Dengan
pelaksanaan yang sistematis dan berbasis prinsip good governance,
Universitas Islam Bandung dapat memastikan keberlanjutan keuangan
yang sehat serta peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.
Pengawasan pembiayaan pendidikan di Universitas Islam Bandung
dalam meningkatkan mutu akuntabilitas tata kelola keuangan
mencakup audit internal yang rutin untuk menilai efektivitas
pengelolaan dana, serta penerapan sistem pengendalian internal guna
mencegah penyimpangan. Selain itu, pemantauan kinerja dilakukan
secara berkelanjutan untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran,
sementara kepatuhan terhadap regulasi menjadi dasar dalam menjamin
transparansi dan legalitas keuangan. Pelaporan pengawasan yang
sistematis juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas serta
memberikan gambaran yang jelas kepada stakeholder mengenai kondisi
keuangan universitas. Dengan mekanisme pengawasan yang ketat dan
profesional, Universitas Islam Bandung dapat menjaga stabilitas
finansial dan meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.
Pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan di Universitas Islam
Bandung dalam meningkatkan mutu akuntabilitas tata kelola keuangan
mencakup penyusunan laporan keuangan yang transparan dan sesuai
standar, serta akuntabilitas publik melalui keterbukaan informasi

kepada stakeholder. Penilaian kinerja dilakukan secara berkala untuk
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mengukur efektivitas pengelolaan dana, sementara feedback dari
stakeholder menjadi masukan penting dalam perbaikan sistem
keuangan. Selain itu, tindak lanjut audit dijalankan untuk memastikan
bahwa rekomendasi perbaikan diterapkan guna meningkatkan efisiensi
dan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan sistem pertanggungjawaban
yang kuat, Universitas Islam Bandung dapat menjaga kredibilitas dan
keberlanjutan dalam pengelolaan keuangan serta mutu pendidikan.
Dari lima hambatan Proses pengelolaan pendidikan dalam
meningkatkan mutu akuntabilitas tata kelola keuangan di Universitas
Islam Bandung hambatan utama adalah kelemahan dalam pengawasan
dan pengendalian keuangan. Kurangnya sistem pengawasan yang
efektif dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam penggunaan dana,
risiko kebocoran anggaran, serta rendahnya transparansi dalam
pelaporan keuangan. Tanpa mekanisme kontrol yang Kketat,
penyimpangan atau inefisiensi dalam pengelolaan keuangan dapat
terjadi, yang pada akhirnya berdampak pada kestabilan finansial dan
mutu pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sistem audit
internal, pemantauan berkala, serta penerapan teknologi keuangan
untuk memperkuat akuntabilitas dan efektivitas tata kelola keuangan di
universitas.

Untuk mengatasi hambatan utama yakni kelemahan dalam pengawasan
dan pengendalian keuangan di Universitas Islam Bandung, diperlukan
penguatan sistem audit internal, penerapan sistem pengendalian
keuangan yang lebih Kketat, serta pemanfaatan teknologi dalam
manajemen keuangan. Audit internal yang berkala dapat memastikan
transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi, sementara mekanisme
pemantauan yang lebih efektif akan membantu mengidentifikasi dan
mencegah potensi penyimpangan. Selain itu, integrasi sistem keuangan
berbasis digital dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam

pencatatan serta pelaporan keuangan. Dengan langkah-langkah ini, tata
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kelola keuangan universitas dapat lebih akuntabel, transparan, dan

berkelanjutan, sehingga mendukung peningkatan mutu pendidikan.

B. Rekomendasi

1. Bagi Manajemen Perguruan Tinggi direkomendasikan agar:

a)

b)

Peningkatan Efisiensi: Penelitian ini merekomendasikan penerapan
strategi Proses pengelolaan yang lebih efektif untuk mengoptimalkan
alokasi sumber daya.

Penguatan Pengawasan: Perguruan tinggi disarankan memperkuat
sistem pengawasan dan akuntabilitas keuangan untuk memastikan
transparansi dan akuntabilitas.

Perencanaan Keuangan yang Lebih Baik: Penelitian ini memberikan
panduan untuk menyusun perencanaan keuangan yang lebih realistis

dan terukur.

2. Bagi Staf dan Fakultas Perguruan Tinggi disarankan agar:

a)

b)

Peningkatan Keterlibatan: Untuk mencapai pengelolaan keuangan
yang lebih baik, disarankan agar perguruan tinggi melibatkan staf dan
fakultas secara aktif dalam proses perencanaan dan pengawasan
keuangan. Partisipasi aktif ini akan meningkatkan rasa memiliki dan
tanggung jawab mereka terhadap pengelolaan keuangan institusi.

Pelatihan dan Pengembangan: Penelitian ini menyarankan agar
perguruan tinggi menyelenggarakan program pelatihan yang
komprehensif untuk meningkatkan kapasitas staf dan fakultas dalam
mengelola keuangan. Pelatihan ini dapat mencakup aspek-aspek
seperti perencanaan anggaran, analisis keuangan, dan pengendalian

internal.

3. Bagi Pihak Eksternal (Pemangku Kepentingan dan Pemerintah)

disarankan agar:

a)

Panduan Kebijakan: Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi
pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang

mendukung tata kelola keuangan perguruan tinggi swasta.
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b) Evaluasi dan Pengawasan: Penelitian ini memberikan kerangka kerja
untuk meningkatkan efektivitas evaluasi dan pengawasan Kinerja
keuangan perguruan tinggi oleh pihak eksterna.

4. Bagi Mahasiswa dan Orang Tua disarankan agar:

a) Transparansi dan Akuntabilitas yang Lebih Baik: Dengan peningkatan
akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan,
mahasiswa dan orang tua akan memiliki kepercayaan yang lebih besar
terhadap perguruan tinggi. Mereka akan lebih yakin bahwa biaya
pendidikan yang mereka bayarkan digunakan dengan tepat dan
efisien.

b) Stabilitas Biaya Pendidikan: Dengan perencanaan dan pengelolaan
keuangan yang lebih baik, perguruan tinggi dapat menjaga stabilitas
biaya pendidikan, yang bermanfaat bagi mahasiswa dan orang tua
dalam perencanaan keuangan mereka.

5. Bagi Peneliti selanjutnya disarankan agar:

a) Peneliti selanjutnya dapat memilih lokus penelitian lebih dari satu
agar hasil penelitian bisa dibandingkan antar lokus.

b) Peneliti selanjutnya dapat menggunakan teori manajemen selain dari
G. Terry agar lebih berkembang

c) Peneliti selanjutnya dapat mencari faktor lain yang terdampak oleh
Proses pengelolaan pendidikan.

C. Produk Penelitian
1. Judul
“Model Hipotetik Proses pengelolaan Pendidikan Dalam
Meningkatkan Mutu Akuntabilitas tatakelola keuangan Di Perguruan
Tinggi Swasta Islam Berlandaskan Kearifan Lokal 3M (Mujahid, Mujtahid
dan Mujaddid )”.
2. Rasional/Latar Belakang
Latar belakang dari Model Hipotetik Proses pengelolaan Pendidikan

ini berfokus pada pentingnya peningkatan mutu akuntabilitas dalam
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tatakelola keuangan di perguruan tinggi swasta Islam berlandaskan kearifan
lokal. Perguruan tinggi swasta Islam di Indonesia memiliki peran penting
dalam menyebarkan pendidikan yang tidak hanya berbasis pada ilmu
pengetahuan, tetapi juga pada nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal. Oleh
karena itu, sistem pembiayaan yang diterapkan harus dapat mendukung
pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah serta kearifan lokal 3 M (Mujahid, Mujtahid dan
Mujaddid ).

Dalam konteks ini, pembiayaan pendidikan sering kali dihadapkan
pada tantangan dalam pengelolaan dana yang tidak efektif,
ketidaktransparanan dalam penggunaan dana, serta kesulitan dalam
mempertanggungjawabkan anggaran secara akurat. Hal ini dapat
mempengaruhi kualitas pendidikan dan kepercayaan masyarakat terhadap
lembaga pendidikan tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu model yang
dapat mengoptimalkan Proses pengelolaan, meningkatkan akuntabilitas,
serta mengurangi potensi penyalahgunaan dana yang tidak sesuai kearifan
lokal 3 M (Mujahid, Mujtahid dan Mujaddid).

Model hipotetik Proses pengelolaan pendidikan ini didesain untuk
mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal 3 M (Mujahid, Mujtahid dan
Mujaddid ) dalam menjalankan kegiatan akademik dan operasional
lembaga. Melalui pengelolaan yang berbasis pada prinsip akuntabilitas yang
tinggi, model ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam laporan
keuangan, memastikan pengelolaan dana yang efisien, serta memperkuat
integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam.

Selain itu, model ini juga mempertimbangkan keberlanjutan
pembiayaan pendidikan yang mencakup sumber daya internal dan eksternal
yang dapat mendukung kelangsungan operasional perguruan tinggi swasta
Islam. Dengan pendekatan yang holistik, yang tidak hanya berfokus pada
aspek keuangan tetapi juga pada nilai-nilai syariah dan kearifan lokal, model
ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam menciptakan pengelolaan

keuangan yang lebih baik, lebih bertanggung jawab, dan lebih sesuai dengan
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karakteristik serta kebutuhan perguruan tinggi swasta Islam di Indonesia.

. Tujuan Model

a.

Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan: Model ini
bertujuan untuk memastikan pengelolaan dana di perguruan tinggi
swasta  Islam  dilakukan  secara  terbuka, dan  dapat
dipertanggungjawabkan,. Transparansi dalam penggunaan anggaran
diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan
stakeholders terhadap lembaga pendidikan.

Mengoptimalkan Sumber Pembiayaan Pendidikan: Tujuan lainnya
adalah untuk mengidentifikasi dan mengelola sumber pembiayaan yang
ada secara lebih efisien, baik itu dari dana internal maupun eksternal.
Model ini bertujuan untuk menciptakan kestabilan finansial yang dapat
mendukung keberlanjutan operasional perguruan tinggi swasta Islam.

Mengintegrasikan Kearifan Lokal dalam Manejemen pembiayaan:
Model ini juga bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip syariah dalam
setiap aspek pengelolaan keuangan dan pendidikan. Selain itu,
penerapan kearifan lokal diharapkan dapat meningkatkan relevansi dan
keberterimaan model pembiayaan pendidikan oleh masyarakat
setempat.

Meningkatkan Mutu Pendidikan dan Kualitas Pengelolaan Lembaga:
Dengan adanya pengelolaan keuangan yang akuntabel, diharapkan
kualitas pendidikan dan manajemen perguruan tinggi swasta Islam
dapat meningkat. Hal ini akan berdampak positif terhadap kualitas
lulusan yang dihasilkan serta daya saing perguruan tinggi tersebut di

tingkat nasional maupun internasional.

Landasan Model

Berikut adalah beberapa peraturan dan kebijakan terkait dengan tata

kelola keuangan perguruan tinggi swasta di Indonesia:

a.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi. Mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi di

Indonesia, termasuk aspek keuangan dan pengelolaan perguruan tinggi



290

swasta.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi. Menjelaskan mengenai tata kelola dan pengelolaan keuangan
di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional. Mengatur mengenai sistem pendidikan nasional yang
mencakup perguruan tinggi, termasuk aspek pendanaan dan
pengelolaan keuangan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun
2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Menetapkan
standar nasional pendidikan tinggi, termasuk standar pengelolaan
keuangan di perguruan tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun
2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
Mengatur mengenai akreditasi program studi dan perguruan tinggi yang
mencakup aspek pengelolaan keuangan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun
2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Mengganti
Permendikbud Nomor 44 Tahun 2015 dan mengatur lebih lanjut
tentang standar nasional pendidikan tinggi, termasuk pengelolaan
keuangan.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan
Program Studi. Menetapkan ketentuan mengenai akreditasi perguruan
tinggi dan program studi yang mencakup aspek pengelolaan keuangan.
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Standar yang
ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAl) untuk memastikan
laporan keuangan perguruan tinggi swasta sesuai dengan standar

akuntansi yang berlaku.
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5. Persyaratan Model

Untuk memastikan Model Hipotetik Proses pengelolaan Pendidikan

berjalan dengan efektif dalam meningkatkan mutu akuntabilitas tatakelola

keuangan di perguruan tinggi swasta Islam berlandaskan kearifan lokal,

beberapa syarat berikut perlu dipenuhi:

a.

Komitmen terhadap Kearifan Lokal: Perguruan tinggi harus memiliki
komitmen kuat terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap
aspek pengelolaan keuangan dan pendidikan. Selain itu, nilai-nilai
kearifan lokal yang relevan dengan masyarakat sekitar perlu diterapkan
dalam sistem pembiayaan agar lebih diterima dan mencerminkan
identitas budaya setempat.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten: Ketersediaan SDM
yang terlatih dan memahami prinsip syariah serta akuntabilitas
keuangan sangat penting. Dosen, tenaga administrasi, dan pengelola
keuangan harus dilatih untuk memahami dan menerapkan pengelolaan
pembiayaan yang berbasis pada akuntabilitas dan transparan.

Sistem Keuangan yang Terstruktur dan Terintegrasi: Perguruan tinggi
harus memiliki sistem informasi keuangan yang terstruktur dan
terintegrasi untuk memonitor arus dana, laporan keuangan, dan
pengeluaran. Sistem ini harus mendukung transparansi, efisiensi, dan
akuntabilitas dalam setiap transaksi keuangan yang dilakukan.
Pengawasan Internal dan Eksternal yang Efektif: Diperlukan adanya
mekanisme pengawasan yang baik baik dari internal (misalnya auditor
internal atau badan pengawas) maupun eksternal (seperti lembaga audit
independen atau regulator). Pengawasan ini bertujuan untuk
memastikan bahwa dana yang dikelola digunakan sesuai dengan
rencana dan prinsip syariah, serta untuk mencegah potensi
penyalahgunaan keuangan.

Partisipasi Stakeholder yang Aktif: Keterlibatan berbagai pihak terkait,
seperti dosen, mahasiswa, orang tua, masyarakat, dan pemangku

kepentingan lainnya, sangat penting dalam proses perencanaan dan
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evaluasi pembiayaan. Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan
transparansi, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan dan keputusan
keuangan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Peraturan dan Kebijakan yang Mendukung: Perguruan tinggi perlu
memiliki kebijakan dan regulasi yang mendukung pengelolaan
keuangan, yang mematuhi standar akuntabilitas dan tata kelola yang
baik. Hal ini juga termasuk peraturan yang mengatur penggunaan dana
secara efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan: Sistem Proses pengelolaan
harus dapat dievaluasi secara rutin untuk memastikan efektivitasnya.
Proses ini harus melibatkan umpan balik dari semua pemangku
kepentingan dan dilakukan perbaikan  berkelanjutan  untuk
meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pencapaian tujuan
pendidikan.

6. Langkah-langkah Operasional

Langkah-langkah operasional untuk menjalankan Model Hipotetik

Proses pengelolaan Pendidikan dalam meningkatkan mutu akuntabilitas

tatakelola keuangan di Perguruan Tinggi Swasta Islam berlandaskan

kearifan lokal adalah sebagai berikut:

a.

Penyusunan Kebijakan Pembiayaan Berbasis Kearifan Lokal 3 M
(Mujahid, Mujtahid dan Mujaddid): Langkah pertama adalah
merumuskan  kebijakan pembiayaan yang selaras dengan
mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal. Kebijakan ini mencakup
aspek perencanaan anggaran, pengalokasian dana, dan penggunaan
sumber daya keuangan dengan tetap memperhatikan aspek moral dan
etika dalam Islam serta budaya lokal yang berlaku.

Penyusunan Rencana Anggaran Tahunan: Perguruan tinggi perlu
menyusun rencana anggaran tahunan yang rinci, transparan, dan
akuntabel. Rencana anggaran ini harus mencakup pembiayaan untuk
kegiatan operasional, pengembangan pendidikan, serta program-

program yang mendukung kesejahteraan civitas akademika. Proses
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perencanaan anggaran juga harus melibatkan partisipasi berbagai
pemangku kepentingan di perguruan tinggi.

Pengembangan Infrastruktur Teknologi Keuangan (Financial
Management System): Mengembangkan dan mengimplementasikan
sistem informasi manejemen pembiayaan berbasis teknologi yang dapat
memantau, mengelola, dan melaporkan penggunaan dana secara real-
time. Sistem ini harus mendukung transparansi, akuntabilitas, dan
efisiensi dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan, serta
memudahkan pelaporan kepada pihak internal dan eksternal.

Pelatihan SDM tentang Akuntabilitas: Melakukan pelatihan dan
pengembangan untuk meningkatkan kompetensi SDM yang terlibat
dalam pengelolaan keuangan, mulai dari tenaga administrasi hingga
pengelola dana. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa
mereka memahami prinsip-prinsip akuntabilitas, tata kelola yang baik,
serta penerapan syariah dalam pengelolaan keuangan.

Implementasi Pengawasan Internal dan Eksternal: Menetapkan sistem
pengawasan yang melibatkan baik pengawasan internal (dari pihak
perguruan tinggi) maupun eksternal (oleh lembaga audit independen
atau regulator). Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa
pengelolaan dana dilakukan dengan benar dan sesuai dengan kebijakan
yang telah disusun, serta untuk mengidentifikasi potensi
penyalahgunaan dana atau ketidaksesuaian dengan prinsip syariah.
Evaluasi dan Penyusunan Laporan Keuangan yang Transparan:
Menyusun laporan keuangan yang jelas dan transparan, yang dapat
diakses oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa,
dosen, orang tua, dan masyarakat. Laporan ini harus mencerminkan
penggunaan dana secara akurat dan bertanggung jawab. Proses evaluasi
berkala dilakukan untuk menilai efektivitas penggunaan dana dan untuk
memastikan bahwa semua tujuan yang direncanakan tercapai.
Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Keterlibatan Stakeholder:

Mendorong keterlibatan aktif seluruh stakeholder, seperti dosen,
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mahasiswa, orang tua, dan masyarakat dalam proses perencanaan,
pengelolaan, dan evaluasi pembiayaan. Pendekatan partisipatif ini akan
memperkuat akuntabilitas dan mendukung penerimaan serta dukungan
terhadap pengelolaan keuangan yang berbasis syariah dan kearifan
lokal.

Penyusunan dan Implementasi Program Peningkatan Kualitas
Pembelajaran:  Menyusun program-program yang mendukung
peningkatan mutu pembelajaran yang dibiayai dengan dana yang
dikelola secara efisien dan akuntabel. Program ini harus mencakup
pengembangan kurikulum, peningkatan fasilitas, dan pengembangan
kompetensi SDM agar perguruan tinggi dapat menghasilkan lulusan
yang berkualitas dan siap bersaing di pasar kerja.

Perbaikan dan Penyesuaian Berkelanjutan: Melakukan perbaikan dan
penyesuaian model Proses pengelolaan secara berkala berdasarkan
hasil evaluasi dan feedback dari stakeholder. Penyesuaian ini bertujuan
untuk menjaga relevansi dan efektivitas pengelolaan keuangan serta
memastikan bahwa prinsip kearifan lokal terus diterapkan dalam setiap

aspek pengelolaan pendidikan.

7. Novelty Model

Kebaruan (Novelty atau kebaruan dari Model Hipotetik Proses

pengelolaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Akuntabilitas

Tatakelola Keuangan di Perguruan Tinggi Swasta Islam Berlandaskan

Kearifan Lokal terletak pada beberapa aspek inovatif yang membedakan

model ini dari praktik pengelolaan pembiayaan pendidikan yang ada.

Berikut adalah beberapa aspek kebaruan dari model ini:

a.

Integrasi Kearifan Lokal 3 M (Mujahid, Mujtahid dan Mujaddid) dalam
Pembiayaan: Model ini menggabungkan dua elemen penting yang
sering terabaikan dalam sistem manejemen pembiayaan perguruan
tinggi, yaitu prinsip syariah dan kearifan lokal. Pendekatan ini tidak
hanya mengatur pengelolaan keuangan sesuai dengan hukum Islam,

tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan norma yang
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berlaku di masyarakat lokal, menciptakan sistem pembiayaan yang
lebih relevan dan diterima oleh masyarakat.

. Penerapan Sistem Keuangan Berbasis Teknologi yang Terintegrasi:
Model ini mengusulkan penerapan sistem manejemen pembiayaan
berbasis teknologi yang terintegrasi, yang memungkinkan pemantauan
dana secara real-time dan transparan. Teknologi ini tidak hanya
meningkatkan efisiensi, tetapi juga menjamin akuntabilitas dalam
pengelolaan keuangan, dengan melibatkan pemangku kepentingan
dalam proses pelaporan dan pengawasan keuangan.

Pendekatan Partisipatif dalam Pengelolaan Keuangan: Salah satu
kebaruan dari model ini adalah penerapan pendekatan partisipatif dalam
pengelolaan keuangan, yang melibatkan berbagai pihak, seperti dosen,
mahasiswa, orang tua, dan masyarakat. Melalui keterlibatan aktif
stakeholder, model ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih
inklusif dan transparan, di mana setiap keputusan dan penggunaan dana
dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

. Penguatan Pengawasan Internal dan Eksternal yang Sinergis: Model ini
menawarkan pendekatan baru dalam pengawasan keuangan dengan
mengintegrasikan pengawasan internal dan eksternal secara lebih
sinergis. Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh lembaga audit
independen, bersama dengan pengawasan internal yang ketat dari
perguruan tinggi, memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, baik dalam aspek
keuangan maupun prinsip syariah.

Fokus pada Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Akuntabilitas
Pembiayaan: Kebaruan lainnya adalah penekanan pada bagaimana
pengelolaan pembiayaan yang transparan dan akuntabel dapat
meningkatkan kualitas pendidikan. Model ini menilai bahwa efisiensi
dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan akan langsung berdampak
pada pengembangan kurikulum, peningkatan fasilitas, dan

pengembangan kompetensi dosen, yang pada akhirnya berkontribusi
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pada peningkatan mutu pendidikan di perguruan tinggi swasta Islam.
Model Pembiayaan Berkelanjutan dengan Sumber Dana Internal dan
Eksternal: Model ini menciptakan suatu sistem pembiayaan yang
berkelanjutan, tidak hanya bergantung pada dana dari pemerintah atau
sumbangan eksternal, tetapi juga melibatkan sumber dana internal yang
berasal dari kegiatan pendukung, seperti zakat, infak, dan wakaf. Ini
menciptakan sumber daya yang lebih mandiri.

Pengembangan Program Pembiayaan untuk Penguatan Karakter Islami
dan Budaya Lokal: Model ini memperkenalkan program-program
pembiayaan yang bertujuan untuk memperkuat karakter Islami
mahasiswa serta melestarikan kearifan lokal melalui pendidikan.
Program-program ini termasuk dalam bentuk pengembangan beasiswa
berbasis syariah, pelatihan untuk peningkatan kapasitas mahasiswa, dan
dukungan terhadap kegiatan yang berorientasi pada nilai-nilai Islami

dan budaya lokal.

8. Uji Kelayakan Model

Produk penelitian ini di uji dengan cara Focus Group Discussion

(FGD). Tujuannya adalah:

1)  Mengumpulkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan
terhadap rancangan model.
2)  Menilai relevansi, efektivitas, dan aplikabilitas model dalam konteks
tata kelola keuangan PTS.
3)  Mengidentifikasi potensi kelemahan model dan menentukan
rekomendasi perbaikan sebelum implementasi.
FGD melibatkan para ahli dan pemangku kepentingan yang relevan,
seperti:
1) Manajemen PTS: Rektor, wakil rektor bidang keuangan, kepala
bagian keuangan.
2) Dosen dan Staf Administrasi: Pihak yang terlibat langsung dalam

3)

pengelolaan dana.

Mahasiswa dan Orang Tua: Sebagai penerima layanan dan kontributor
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pendanaan.
4) Pihak Eksternal: Auditor, perwakilan pemerintah, dan ahli manejemen

pembiayaan pendidikan.

9. Visualisasi Model

Insrtument Input
1. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi
2. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023

Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi NOVELTY
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Kearifan Lokal 3M
Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 (Mujahid, Mujtahid dan
tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Mujaddid).
Program Studi.
Process Output
Manajemen Pembiayaan
Raw Input pendidikan Tatakelola Outcome
1. Perencanaan Keuangan
Pembiayaan ‘ 2. Pengorganisasian Bermutu & Good
Pendidikan 3. Pelaksanaan Akuntabel University
PTS Governance

4. Pengawasan
5. Pertanggung jawaban

i feedback E
S /R v
Environmental Input
1. Pemerintah
2. Yayasan
3. Masyarakat
4. Rekanan

Gambar 5.1
Produk Penelitian
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10. Keterangan Gambar

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Raw Input: Elemen ini mewakili sumber daya utama yang digunakan
dalam proses pengelolaan keuangan PTS, yaitu pembiayaan
pendidikan. Pembiayaan ini berasal dari berbagai sumber, baik dari
pemerintah, yayasan, maupun mahasiswa.

Input Instrumental: Elemen ini mewakili berbagai peraturan, kebijakan,
dan standar yang menjadi landasan dalam pengelolaan keuangan PTS.
Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi, dan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023,
Peraturan-peraturan ini memberikan kerangka kerja yang jelas tentang
bagaimana keuangan PTS harus dikelola.

Proses: Elemen ini menggambarkan tahapan-tahapan yang dilakukan
dalam  pengelolaan  keuangan  PTS, yaitu  perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.
Novelty: kebaruan dalam produk penelitian ini terletak pada kearipan
local 3 M (Mujahid, Mujtahid dan Mujaddid) dalam proses Proses
pengelolaan Pendidikan.

Output: Elemen ini merupakan hasil langsung dari proses pengelolaan
keuangan yang dilakukan, yaitu Tatakelola Keuangan Bermutu &
Akuntabel.

Outcome: Elemen ini merupakan dampak jangka panjang dari
peningkatan mutu tata kelola keuangan, vyaitu tercapainya good
university governance.

Environmental Input: Elemen ini mewakili lingkungan eksternal yang
mempengaruhi pengelolaan keuangan PTS, seperti Pemerintah,

Yayasan, Masyarakat dan Rekanan
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dunia pendidikan. Pada tahun 2015, Promovendus memulai karirnya sebagai Dosen
Akuntansi di perguruan tinggi swasta. Sejak tahun 2021, Promovendus menjadi
Dosen Tetap Prodi Akuntansi di Universitas Teknologi Digital. Selain mengajar,
sejak tahun 2020 hingga sekarang, Promovendus juga bekerja di Biro Perencanaan,
Keuangan dan Aset Universitas Islam Nusantara, dengan tugas di bagian
Akuntansi.

Promovendus adalah anggota utama Ikatan Akuntan Indonesia (1Al) wilayah
Jawa Barat sejak tahun 2015. Promovendus juga terdaftar di Departemen
Keuangan Republik Indonesia sebagai Akuntan dengan nomor Register Negara
Akuntan 1617. Selain itu, Promovendus memiliki sertifikat Chartered Accountant
dari Ikatan Akuntan Indonesia.

Selain aktif dalam bidang akuntansi dan pendidikan, Promovendus juga
berkontribusi dalam dunia literasi. Bersama teman-teman mahasiswa Kelas A
Sekolah Pascasarjana S3 llmu Pendidikan angkatan 29, Promovendus ikut serta
dalam pembuatan book chapter “ Bunga Rampai Manajemen Kurikulum dan
Sistem Penilaian Pendidikan Menengah dan Tinggi”. Karya tulis ini menjadi bukti
dedikasi Promovendus dalam mengembangkan keilmuan dan berbagi pengetahuan
dengan masyarakat.

Demikian riwayat hidup Promovendus, seorang profesional di bidang
akuntansi dan pendidikan yang berdedikasi untuk terus belajar, mengembangkan

diri, dan berkontribusi bagi masyarakat.
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3. Data Hasil Wawancara

No

Jawaban Hasil Wawancara

Perencanaan (A dan B)

Proses Penentuan Anggaran di Universitas Islam Bandung menggunakan Mix
Method, yakni penyusunan anggaran dimulai dari top management dengan
memberikan arahan-arahan khusus dan selanjutnya diserahkan untuk dilengkapi
dan dilanjutkan oleh Unit, Bagian, Lembaga dan Fakultas. Anggaran kegiatan
yang diajukan oleh Unit, Bagian, Lembaga dan Fakultas akan melewati tahapan
screening kesesuaian sinkronisasi isu-isu strategis, alternatif tema, dan program

prioritas.

Pihak yang terlibat dalam proses perencanaan pembiayaan yaitu seluruh
stakeholder mulai dari Unit, Bagian, Lembaga, Fakultas, Pemangku Keputusan

(Rektor, Para Wakil Rektor dan Senat) serta Badan Pengurus Yayasan.

Segala aspek yang menjadi faktor tercapainya Visi dan Misi Unisba akan
menjadi prioritas utama kegiatan untuk dilaksanakan. Untuk mencapai misi
Unisba Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Mandiri, Maju, dan Terkemuka

di Asia Pada Tahun 2033 maka fokus kegiatan ialah internasionalisasi.

Kebijakan perencanaan harus dihitung sedemikian rupa dengan
mempertimbangkan stabilitas jumlah mahasiswa aktif, sumber dana lainnya dan
rencana belanja seluruh kegiatan universitas. Rencana belanja dapat diketahui
dan diakses (melalui sistem SIARAN) oleh jajaran pimpinan sebagai

implementasi terlaksanannya transparansi.

Hal yang dilakukan untuk menjamin stabilitas dan diversifikasi sumber
pendanaan ialah melalui proses komersialisasi melalui peningkatan tata kelola
untuk unit yang berpotensi sebagai income generating, membangun jejaring
internasional dalam memperoleh hibah luar negeri, dan memfasilitasi

pengembangan laboratorium dalam memberikan pelayanan eksternal.

Pengorganisasian (A dan B)
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No

Jawaban Hasil Wawancara

Struktur organisasi diatur dalam Statuta. Adapun peran staf keuangan dalam
pengelolaan dana pendidikan sesuai tupoksi yakni memastikan kegiatan yang
terlaksana beserta laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Kkinerja dan
penetapan Badan Pengurus Yayasan.

Latar belakang pendidikan Staf Keuangan Unisba ialah Strata 1 Akuntansi.
Adapun pelatihan staf terorganisir di Bagian Pengembangan SDM dan Umum
biasanya melakukan pelatihan dan sertifikasi Microsoft, service excellent serta

pelatihan eksternal seperti perpajakan dan pelaporan keuangan.

Tugas dan Wewenang Staf Keuangan Universitas terbagi menjadi 3 Bagian.
Pertama bagian Anggaran, Kedua bagian Pencairan dan Ketiga bagian

Pelaporan Keuangan.

Teknologi informasi digunakan untuk mengefisiensikan kinerja, menyajikan
informasi secara akurat dan riil time. Unisba membangun Sistem yang
terintegrasi yakni SIARAN yang mengelola proses penganggaran sampai
pelaporan keuangan bisa diakses kapan saja dan dimana saja untuk

memudahkan rangkaian pelaporan Keuangan.

Mekanisme pengorganisasian dan pengambilan keputusan keuangan terbuka

dan transparan menjadi prerogatif top manajemen.

Inovasi dan perubahan baru dalam pengorganisasian yang telah diterapkan ialah
roadshow untuk mengurangi permasalahan ketercapaian BDM. Selama ini yang

baru dijalankan sebatas memberikan surat pemberitahuan saja.

Pelaksanaan (C dan D)

Pengeluaran dana pendidikan dilaksanakan sesuai dengan rencana anggaran
yang telah ditetapkan oleh Badan Pengurus Yayasan (sesuai SK Penetapan
Rencana Kerja dan Belanja). Sejauh mana tingkat kesesuaian dapat dilihat pada
Laporan Realisasi Anggaran yang dibuat setiap akhir Februari dan Agustus tiap

tahun anggaran.
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No

Jawaban Hasil Wawancara

Untuk memastikan efisiensi dalam penggunaan dana pendidikan dilakukan pada
tahap pemeriksaan LPJ apakah realisasi pelaksanaanya sesuai dengan ajuan

awal anggaran

Dana pendidikan dipastikan dialokasikan untuk meningkatkan mutu pendidikan
hal ini ditunjukan dengan besaran anggaran belanja terfokus pada kegiatan Tri

Dharma, khususnya Bidang Dikjar, Penjaminan Mutu dan Akreditasi

Unisba melakukan pengendalian internal secara berkala melalui bagian Badan
Pengawas (BP) yang melakukan kontrol atas kegiatan yang dilaksanakan
Universitas. Selain itu dilakukan audit mutu internal oleh Badan Pengawas
Mutu (BPM).

Untuk saat ini masyarakat tidak terlibat langsung dalam proses pengawasan dan
evaluasi pengelolaan dana pendidikan, namun orang tua mahasiswa yang
tergabung dalam IKOMAH (lkatan Orangtua Mahasiswa) dapat melakukan
konfirmasi perihal penggunaan dana pendidikan.

Pengendalian/Pengawasan

Audit internal dilakukan oleh bagian BP (Badan Pengawas) Yayasan untuk
memantau pelaksanaan kebijakan dan akuntabilitas keuangan. Selain itu pula,
audit mutu internal dilakukan oleh BPM (Badan Penjamin Mutu). Prosesnya
melalui serangkaian kegiatan kunjungan untuk menunjukan proses dan bukti

pelaksanaan pengelolaan keuangan di Unisba.

Audit internal dilakukan oleh bagian BP (Badan Pengawas) Yayasan untuk
memantau pelaksanaan kebijakan dan akuntabilitas keuangan. Selain itu pula,
audit mutu internal dilakukan olen BPM (Badan Penjamin Mutu). Prosesnya
melalui serangkaian kegiatan kunjungan untuk menunjukan proses dan bukti

pelaksanaan pengelolaan keuangan di Unisba.

Unisba juga melakukan proses audit oleh eksternal yakni oleh Kantor Akuntan
Publik Bambang Sudaryono dan Rekan. Hasilnya WTP (Wajar Tanpa
Pengecualian).
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Jawaban Hasil Wawancara

Dewan Pengawas melakukan monitoring berkala melalui bagian Badan
Pengawas yang melakukan kontrol atas kegiatan yang dilaksanakan Universitas.

Selain itu Dewan Pengawas juga melakukan Audit Ekstenal oleh KAP.

Transparansi keuangan Laporan Keuangan dapat diakses pada laman

Unisba.ac.id (sebatas pada Laporan Tahunan Rektor - Bidang Keuangan)

Rekomendasi dari Dewan Pengawas akan selalu diimplementasikan dalam
praktek pengelolaan keuangan guna perbaikan kinerja keuangan. Sampai saat
ini bukti pelaksanaan hanya sebatas nominal yang tertera pada Laporan
Keuangan, kedepannya akan ditambahkan bukti BAP atau notulensi

pelaksanaan rekomendasi Dewan Pengawas.

Pertanggungjawaban

Proses Pelaporan Keuangan di Unisba diawali proses ajuan angggaran, lalu
pencairan dananya, dan pencatatan voucher sampai penjurnalan. Setelah di
jurnal, dapat dilakukan proses pembuatan laporan keuangan dan Rekonsiliasi.
Yang bertanggung jawab dalam pelaporan keuangan ialah Kasie. Pelaporan

Keuangan dan Kepala Bagian Keuangan.

Transparansi keuangan Laporan Keuangan dapat diakses pada laman

Unisba.ac.id (sebatas pada Laporan Tahunan Rektor - Bidang Keuangan)

Pelaporan Keuangan Unisba berdasarkan PSAK 45 Akuntansi Nirlaba berubah
mejadi ISAK 35 Laporan Keuangan Organisasi yang Berorientasi Non Laba.
Hal ini dipastikan dibawah pantauan BP (Badan Pengawas) Yayasan.

Unisba melakukan Analisis Dana Operasional Pendidikan sebagai evaluasi dan
pemantauan kinerja keuangan dalam pengelolaan dana pendidikan. Analisis
Dana Operasional Pendidikan ini juga sebagai acuan penentuan tarif mahasiswa

baru.

Adapun pihak yang terlibat dalam proses pertanggungjawaban ialah Unit dan
atau Fakultas serta bagian Keuangan yang memastikan laporan
pertanggungjawaban tersebut ialah benar sesuai dengan pedoman keuangan
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Jawaban Hasil Wawancara

yang berlaku. Jika terdapat ketidaksesuaian, makan akan dilibatkan BP (Badan

Pengawas) Yayasan guna meluruskan kembali proses tersebut.

Temuan dan Rekomendasi dari proses pertanggungjawaban akan selalu
diimplementasikan sesuai dengan Pedoman Keuangan yang berlaku.

Hambatan

Regulasi dan kebijakan Unisba saat ini mendukung untuk terlaksananya
pengelolaan dana pendidikan yang akuntabel.

Sumber pendanaan Unisba masih cukup tinggi berasal dari Mahasiswa,
sehingga menjadi tantangan untuk mendapatkan sumber penerimaan di luar
Mahasiswa. Keterbatasan tersebut mengurangi mutu Unisba dalam

menghasilkan penerimaan income generating.

Budaya organisasi didalam internal Unisba dibangun agar dapat terlaksana
dengan islami, dengan mewajibkan penggunaan busana muslim, pengajian rutin
bulanan, Kawasan Bebas asap rokok, mewajibkan shalat berjamaan, serta
membiasakan puasa sunnah. Namun dalam praktiknya masih terkendala, belum

seluruh pegawai melaksanakannya.

Secara teroritis pengambilan keputusan yang tidak jelas maka akan

menghambat dalam perencanaan dan pelaksanaan keuangan yang efektif.

Kurangnya kapasitas dan keterampilan staf dalam mengelola keuangan akan
menjadi faktor penghambat dalam terlaksananya keuangan yang efektif. Maka
dari itu Unisba berusaha untuk selalu menempatkan SDM sesuai dengan bidang
dan background pendidikan, serta mempersiapkan pelatihan agar menunjang

SDM sesuai kebutuhan organisasi.

Ketidak transparanan dan pengawasan yang lemah dapat menghambat

efektivitas pengelolaan keuangan.

Solusi Atas Hambatan

Kebijakan dan regulasi merupakan hak prerogatif Top Manajemen. Baik
kebijakan maupun regulasi akan berubah sesuai kebutuhan organisasi,

kesesuaian sinkronisasi isu-isu strategis, alternatif tema, dan program prioritas.
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Jawaban Hasil Wawancara

Upaya untuk meningkatkan sumber daya keuangan ialah dengan melalui proses
komersialisasi melalui peningkatan tata kelola untuk unit yang berpotensi
sebagai income generating, membangun jejaring internasional dalam
memperoleh hibah luar negeri, dan memfasilitasi pengembangan laboratorium

dalam memberikan pelayanan eksternal.

Budaya organisasi sangat perlu untuk ditingkatkan guna tercapainya Visi dan
Misi Unisba serta meningkatkan tata kelola keuangan. Perlu menanamkan
kesadaran budaya organisasi seperti jujur, bertanggung jawab, disiplin,

berintegrasi, serta bekerja secara Daya guna dan hasil guna.

Proses pengambilan keputusan dibuat secara hati-hati dan melihat bagaimana
kebutuhan dan kondisi organisasi. Pengambilan keputusan secara matang

menjadi tanggung jawab top manajemen.

Bagian Pengembangan SDM dan Umum telah merancang kegiatan pelatihan
dan pengembangan karir tendik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Khusus untuk bidang keuangan akan dilakukan pelatihan agar mengupgrade
skill seperti pelatihan excel, perpajakan dan pelaporan keuangan khusus untuk
Perguruan Tinggi. Selain itu unisba juga menyediakan beasiswa bagi Tendik
yang ingin melanjutkan studi.

Langkah yang diambil Unisba dalam meningkatkan transparansi dan
pengawasan ialah dengan menjalankan pelaksanaan pengelolaan keuangan yang
sesuai dengan Pedoman Keuangan, mengikuti guideline dari hasil pemeriksaan
internal (SPMI) baik dari BPM maupun Badan Pengawas Yayasan. Unisba juga

mengikuti masukan dan arahan saran perbaikan dari Auditor Eksternal.

315




4. Data Hasil Observasi

No Aspek Yang Diamati Indikator Keterangan
1 Rapat Perencanaan Kehadiran dan Partisipasi Stakeholder Ada
2 Dokumen Perencanaan Kejelasan dan Keterperincian Rencana | Ada
Anggaran
3 Proses Pengambilan | Mekanisme Diskusi dan Konsensus Ada
Keputusan
4 Sinkronisasi dengan Visi dan | Relevansi Perencanaan dengan Tujuan | Ada
Misi Strategis
5 Metode Estimasi Biaya Penggunaan Data dan Metode dalam | Ada
Estimasi
6 Struktur Organisasi Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Ada
7 Koordinasi Antar Unit Interaksi dan Kolaborasi Antara Unit Ada
8 Sumber Daya Manusia Kompetensi dan Keterampilan Personel Ada
9 Penggunaan Teknologi Implementasi Sistem Manejemen | Ada
pembiayaan
10 Efektivitas Prosedur Internal Kepatuhan terhadap Kebijakan dan | Ada
Prosedur
11 Realisasi Anggaran Penyimpangan dari Rencana Anggaran Ada
12 Proses Pengelolaan Dana Penggunaan dan Pengalokasian Dana Ada
13 Kepatuhan terhadap Prosedur Proses Pengeluaran dan Pelaporan Dana | Ada
14 Monitoring dan  Evaluasi | Frekuensi dan Kualitas Evaluasi Ada
Pelaksanaan
15 | Transparansi dalam | Keterbukaan Informasi Keuangan Ada
Pelaksanaan
16 Pelaksanaan Audit Internal Proses dan Temuan Audit Ada
17 Sistem Pengendalian Internal Eggrl(ttl)wtas Pengendalian dan Pencegahan | Ada
18 . Pelaksanaan dan Dokumentasi | Ada
Pemantauan Kinerja Keuangan p
emantauan
19 Kepatuhan terhadap Regulasi Kesesuaian dengan Peraturan Eksternal | Ada
dan Internal
20 Pelanoran Pengawasan Kualitas dan Ketepatan Pelaporan | Ada
P g Pengawasan
21 Penyusunan Laporan | Kelengkapan dan Ketepatan Laporan Ada
Keuangan
22 Akuntabilitas Publik Transparansi dalam Pelaporan Ada
23 S Efisiensi, Efektivitas, dan Ekonomi dalam | Ada
Evaluasi Kinerja Keuangan
Pengelolaan Dana
24 Respons terhadap Feedback | Proses Tindak Lanjut Feedback Ada
Stakeholder
25 Implementasi  Rekomendasi | Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Ada
Audit
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5. Data Hasil Studi Dokumentasi

[ No | Aspek [ Dokumen Yang Diperiksa | Keterangan |

1 | Perencanaan e Rencana Strategis e Oke
Anggaran Tahunan o Oke
Rencana Pengembangan Institusi o Oke
2 | Pengorganisasian e  Struktur Organisasi o Oke
e  Deskripsi Tugas e Oke
e SOP Keuangan o Oke
3 | Pelaksanaan e Laporan realisasi anggaran e Oke
e Laporan penggunaan dana o Oke
o  Kontrak terkait pembiayaan e Oke
4 | Pengawasan e Laporan audit internal o Oke
e Laporan hasil pengawasan e Oke
e  Catatan evaluasi keuangan e Oke
5 | Pertanggungjawaban e Laporan keuangan tahunan e Oke
e Laporan pertanggungjawaban kepada | ¢ Oke
stakeholder e Oke

e Laporan evaluasi Kinerja keuangan
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6. Dokumentasi Kegiatan Penelitian
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